PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 186/PMK.03/2015, tanggal 30 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitu-
ngan dan pemberian imbalan bunga telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/
PMK.03/2013;

b.- bahwa untuk memberikan kepastian hukum ter-
hadap pelaksanaan pemberian imbalan bunga,
perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara
penghitungan dan pemberian imbalan bunga;

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan éebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurutf b, serta un-
tuk melaksanakan ketentuan Pasal 27A ayat
(3} Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten-
tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa-
jakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Ta-
hun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian

Imbalan Bunga;

Mengingat:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imba-

lan Bunga;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KE-
UANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN
IMBALAN BUNGA.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata
Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga di-

ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut:
Pasal 1
Dalam Petaturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut
Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaima-
na telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ten-
tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan yang se-
lanjutnya disebut Undang-Undang KUP 2000
adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1883
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Per-
pajakan sebagaimana telah beberapa kali di-
ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2000.

3. Undang-Undang Nomar

9 Tahun 1994
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tentang Perubahan atas Undang-Undang No-
mor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya
disebut Undang-Undang KUP 1994 adalah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten-
tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa-
jakan sebagaimana telah diubah dengan Un-
dang-Undang Nomor 9 Tahun 1994,

. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan vyang selanjutnya disebut Pe-
raturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerin-
tah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan, dan perubahannya.

. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat
PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan se-
bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Namor 36 Tahun
2008.

. Pajak Pertambahan Nilai ‘yang selanjutnya
disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Ni-
lai sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Ni-
lai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 42 Tahun 2009.

. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangu-
nan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di-
ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Ta-
hun 1994,

9. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus
dibayar termasuk sanksi administrasi berupa
bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan pajak atau surat seje-
nisnya berdasarkan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan perpajakan.

10.Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya di-
singkat KPP adalah kantor pelayanan di ling-
kungan Direktorat Jenderal Pajak tempat Wa-
jib Pajak terdaftar, tempat Pengusaha Kena
Pajak dikukuhkan, dan/atau tempat objek pa-
jak PBB diadministrasikan.

11.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
yang selanjutnya disingkat KPPN adalah in-
stansi vertikal Direktorat Jenderal Perbenda-
haraan yang berada di bawah dan bertang-
gung jawab langsung kepada Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

. yang menjadi mitra kerja KPP,

12.Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
yang selanjutnya disingkat SKPIB adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya imba-
‘lan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

13.Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Im-
balan Bunga yang selanjutnya disingkat SKP-
PIB adalah surat keputusan yang digunakan
sebagai dasar untuk memperhitungkan imba-

“lan bunga dalam SKPIB dengan Utang Pajak.

14.Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang
selanjutnya disingkat SPMIB adzlah surat
yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama
Menteri Keuangan untuk membayzr imbalan
bunga kepada Wajib Pajak.

16.Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat
SKPKPP adalah surat keputusan yang digu-
nakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
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16.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjut-
nya disingkat SP2D adalah surat yang diter-
bitkan oleh Kepala KPPN selaku kuasa Ben-
dahara Umum Negara untuk melaksanakan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara berdasarkan SPMIB.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi se-

bagai berikut:

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat imbalan bunga sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
dan Pasal 5, Direktur Jenderal Pajak menerbit-
kan SKPIB.

(2) Penerbitan SKPIB sebagaimana - dimaksud
pada ayat (1) yang terkait dengan pemberian
imbalan bunga atas kelebihan pembayaran
pajak karena pengajuan keberatan, permo-
honan banding, atau permohenan peninjauan
kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 3 ayat

(1) huruf ¢ dan ayat (2), dan Pasal 4 ayat (1}

huruf ¢ dan ayat (2}, berlaku ketentuan se-

bagai berikut:

a. SKPIB diterbitkan dalam hal terhadap Su-
rat Keputusan Keberatan tidak diajukan
permohonan banding ke Pengadilan Pajak;

b. SKPIB diterbitkan dalam hal Putusan Ban-
ding telah diterima oleh Direktur Jenderal
Pajak; atau

c. SKPIB diterbitkan dalam hal Putusan Pe-
ninjauan Kembali telah diterima oleh Direk-
tur Jenderal Pajak.

{2) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diterbitkan berdasarkan nota penghi-
tungan.

{3) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dibuat sesuai dengan contoh format se-
bagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pe-
raturan Menteri ini.

{4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dibuat sesuai dengan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampi-
ran |l yang merupakan bagian tidak terpisah-
kan dari Peraturan Menteri ini.

(5) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan setelah Wajib Pajak mengajukan
permohonan pemberian imbalan bunga de-
ngan mencantumkan nomor rekening dalam
negeri Wajib Pajak.

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana di-
maksud pada ayat {6) tidak mencantumkan
nomor rekening Waijib Pajak, SKPIB tidak
diterbitkan.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi se-

bagai berikut:

Pasal 14

(1) Perhitungan pemberian imbalan bunga de-
ngan Utang Pajak dan/atau Utang Pajak atas
nama Wajib Pajak lain berdasarkan permo-
honan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, ditindaklanjuti dengan kom-
pensasi Utang Pajak, dan dalam hal tidak
ada Utang Pajak dan/atau permchonan Wajib
Pajak untuk memperhitungkan dengan Utang
Pajak atas nama Wajib Pajak lain, seluruh
imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak
bersangkutan.

(2) Kompensasi Utang Pajak sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan melalui
potongan SPMIB dan dianggap sah apabila
Eompensasi Utang Pajak meialui potongan
SPMIB telah mendapatkan Nomor Transaksi
Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Pe-

nerimaan Potongan (NPP).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi se-

bagai berikut:
Pasal 15
{1) SKPPIB diterbitkan berdasarkan nota penghi-
tungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat {1).
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(2) SKPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dibyat sesuai dengan contoh format se-
bagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

{3} SKPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan perun-
tukan sebagai berikut:

a. lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak;
b. lembar ke-2 untuk KPPN; dan
c. lembar ke-3 untuk arsip KPP.

(4) Dalam hal terdapat perhitungan imbalan
bunga dengan Utang Pajak, Utang Pajak
tersebut harus dicantumkan pada SKPPIB
dan dibuatkan surat setoran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang beriaku.

(b) Atas dasar SKPPIB, Kepala KPP atas nama
Menteri Keuangan menerbitkan SPMIB.

(6) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbi-
tan SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat
{5}, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan
membetulkan SPMIB sepanjang belum diter-
bitkan SP2D.

(7) Bentuk formulir SPMIB adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran vV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men-
teri ini.

(8) SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan pe-
runtukan sebagai berikut:

a. lembar ke- 1 dan lembar ke-2 untuk KPPN:
b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan
¢. lembar ke-4 untuk arsip KPP.

(9) SKPPIB dan SPMIB beserta Arsip Data Kom-
puter, dilampiri dengan surat setoran dan di-
sampaikan ke KPPN secara langsung oleh
petugas yang ditunjuk.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut:
Pasal 16

(1) Berdasarkan SPMIB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (5), Kepala KPPN atas
nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D
dengan ketentuan:

a. dalam hal seluruh imbalan bunga dikom-
pensasikan ke Utang Pajak melalui po-
tongan SPMIB, Kepala KPPN menerbitkan
SP2D Nihil;

b. dalam hal masih terdapat sisa imbalan
bunga yang harus diberikan kepada Wa-
jib Pajak setelah dikompensasikan dengan
Utang Pajak melalui potongan SPMIB se-
bagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
KPPN menerbitkan SP2D dilampiri dengan
daftar rekening tujuan termasuk rekening

~ Waijib Pajak.

c. dalam hal seluruh imbalan bunga diberikan
kepada Wajib Pajak, Kepala KFPN mener-
bitkan SP2D sesuai dengan tekening Wajib
Pajak bersangkutan.

{2) SP2D sebagaimana dimaksud paca ayat {1)
dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan perun-
tukan sebagai berikut:

a. lembar ke-1 untuk Bank Operasional I

b. lembar ke-2 untuk KPP penerbii; dan

c. lembar ke-3 untuk KPPN.

{3) KPPN mengegsahkan setiap surat setoran yang
dilampirkan dalam SPMIB atas kompensasi
melalui potongan SPMIB dengan membubuh-
‘kan cap, nama, dan tanda tangan pada kolom
penyetor.

{4) Dalam hal imbalan bunga dikompensasikan
ke Utang Pajak melalui potongan SPMIB,
Kepala KPPN menerbitkan Bukti Penerimaan
Negara (BPN) dengan teraan Nomor Tran-
saksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor
Penerimaan Potongan (NPP) sesuai dengan
tanggal SP2D.

{5) KPPN menyampaikan lembar ke-2 SPMIB,
lembar ke-2 SP2D, dan dalam hal terdapat im-
balan bunga yang dikompensasikan ke Utang
Pajak melalui potongan SPMIB diser:ai dengan
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surat setoran yang telah disahkan, ke KPP

penerbit SPMIB. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
Ketentuan Pasal 17 dihapus. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
7. Mengubah Lampiran |, Lampiran I, Lampiran IlI, " ttd. ‘
Lampiran IV, dan Lampiran V dalam Peraturan BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Menteri Keuangan Nomor 2286/PMK.03/20 13
tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian . Diundangkan di Jakarta
Imbalan Bunga menjadi sebagaimana tercantum Pada tanggal 30 September 2015
dalam Lampiran I', Lampiran Hl, Lampiran Il!, Lam- MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
piran IV, dan Lampiran V, yang merupakan bagian REPUBLIK INDONESIA,
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ttd.
YASONNA H. LAOLY
Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
gal diundangkan. TAHUN 2015 NOMOR 1470

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

nesia.
LAMPIRAN |
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMERLE SRS W, s B {1)
TENTANG .
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEPADA ....ccccvvvuiiinnnns (2)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang: .
a. bahwa berdasarkan surat permohonan ................... () AlEIETR. asne baanodpAE80 okE G (4} tang-
Al PRIt . WK o B {5) mengenai pemberian imbalan bunga;
b. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal .............. {6) Undang-Undang

................. {7):;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga;




_ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH a4 Sy =T}

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewa-
jiban Perpajakan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... /PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nenteri Ke-
uangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:;

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
IRERAIDAN AT I 5. 1y, 99 (8)

Memberikan imbalan bunga kepada:

Nama, WajibiRajak s papire . e et A S e e e i e, 1. M (9)
Alamat I TR SR i el IV i St SR TN It R, 1 e [ 3 [ & (10)
NPWP B T e oo B s h o ook boante Baotoquoct SEB0o g do B o it . (11)
NOP HE T o TS I R 0B A 02 0 380000 B8RS Sooa0p aBopaR s ansaodabanas o oM o dk (12)
Alamat Objek Pajak © ...o.coiiiiiios it rr e ea e et ee e e en e ena e eaenaea ks (13)
Jenis Pajak R o o TR T e At P e T e ey B RUSP I LS Sl A . (14)
Masa/ TahUN * JPajaK 1 .o e e e et e (15)
Sejumlah PR 108 R B g e . Ay e o BRI PP e 7o o M AR it 6 1) Yt (16)
Terbilang L B O R oA oy AT i 8 s e W A AR & A s (T

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan
................. (18) Masa/Tahun*) Pajak............ (19) sesuai Pasal ............ {20) Undang-Undang
............... (21).

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekehruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
(22)
Ditetapkan di : ............. N5 ocobdBosr Boclibond (24)

pada Tanngal i st e e et (25)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Nomor 1 : Diisi dengan nomor Keputusan.

Nomor 2 dan 3 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.

Nomor 4 . Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak

Nomor 5 . Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak

Nomor 6 . Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 7B ayat (3), Pasal 17B ayat {4),
Pasal 27 A ayat (1), Pasal 27 ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat {2).

Nomor 7 . Diisi dengan Undang-Undang yang sesuai.

Nomor 8 dan 9 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.

Nomor 10 : Diisi dengan alamat Waijib Pajak.

Nomeor 11 : Diisi dengan NPWP.

Nomor 12 . Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).

Nomor 13 . Diisi dengan alamat Objek Pajak {diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).

Nomor 14 . Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.

Nomor 15 . Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.

Nomor 16 . Diisi denganjumlah imbalan bunga yang diberikan.

Nomor 17 : Diisi dengan jumlah terbilang imbalan bunga yang diberikan.

Nomor 18 . Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Pasal 17B

ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), dan/atau Pasal 27A
ayat {2) Undang-Undang KUP yang sesuai.

*) . Coret yang tidak perlu.
Nomor 19 . Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
Nomor 20 . Diisi dengan Pasal yang mendasari alasan pada Nomor 18.
Nomor 21 . Diisi dengan Undang-Undang yang sesuai.
Nomar 22 . Diisi dengan nama Waijib Pajak.
Nomor 23 . Diisi nama pihak terkait apabila dibutuhkan.
Nomor 24 . Diisi dengan nama kota tempat diterbitkan surat keputusan.
Nomor 25 . Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor 26 . Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
Nomor 27 . Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP.

Keterangan .
Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- Lembar ke-2 untuk KPPN sclaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga;
- Lembar ke-3 untuk KPP /KPP Pratama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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LAMPIRAN H

CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .............. {1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ........... BaBodo00aan S B oG a B h {2)

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

|:| Pasal 11 ayat (3) D Pasal 17B ayat (3} I:] Pasal 17B ayat (4) |:| Pasal 27A ayat (1)
[] Pasal 27A ayat (ia) [ _] Pasal 27A ayat {2)

IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama R P (3)

Alamat B SRl o R ST T R TR s N My e S I e s (4)
NPWP Sl NN SR . e A . e o o (SR et ol N e S R ) 1| i e {(5)
NOP BP0 00 o oS o ot S T O 20 bt e s 380880 T 008 00 Eact B Mot e a5 a0 d B Babe M A RSy {(6)
Alamat, OfjekaPalals § Sl oot ol o RO AR5 1 S e e TPk (e | 1) i - {7)

DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga : .........c..covvvievvinneeeieoeseeeeeeeieeneons 000 AroonbbMbodte e BN UK (8)
2. Jenis Pajak 8 ohobAoobhoaonab0n0 00600 0q S98aen 03 S8 aaAHBotss sdbaBoaaEendln dBeon oo asabel IRk (9)
3. Masa/Tahun*) Pajak A 60 A eatTor adtEe SEE abas B0 SAdBb 90 50 daorh oo dBks ddadalb s dht do b do ool TS (10)

URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
1., Tanggal SPT diterima: & e c,ue: vienns mrensrsn Lot AL e {17)

[ TkB FRa e S [FUIEE :*Rpy, oAl vy [ ] Nihil (12)
2. Ketetapan : {13) :

Tanggal Pembayaran

Penerbitan Batas A-khir Jumlah
SK/Surat Penerbitan (Rp) Tol Ro
SK/§1_Jrat

*)| Jenis SK/Surat Nomor

SKPKPP
SKPKPP PBB
SKPLB
SKKP PBB

| SKPKB

SKPKBT

STP

SKPN

SK Keberatan

Putusan Banding
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Putl.isan
Peninjauan
Kembali

SK Pembetulan

SK Pengurangan
Ketetapan Pajak
atau SK
Pembatalan
Ketetapan Pajak

SK Pengurangan
Sanksi Administrasi
atau SK
Penghapusan
Sanksi Administrasi

SK Pengurangan
SPPT atau SK

! Pembatalan SPPT

SK Pengurangan
SKP PBB atau SK
Pembatalan SKP
PBB

SK Pengurangan
STP PBB atau SK
Pembatalan STP
PBB .

IV. PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA

1.

Persentase Imbalan Bunga

: 2% per bulan

2. Masa Imbalan Bunga : Mulai Tanggal ......... (14) s.d Tanggal ................ (15)
Sebanyak ...l BOlan TN (16) hari,
dibulatkan menjadi ................coeni, {17} bulan
3. Dasar Penghitungan Imbalan
Bunga R DL A R A L R TS (18)
4. Imbalan Bunga yang dapat
diberikan ROSLY ddpoosaddt {1 D152 (D) o BHabap avde (2O) =" R siaxrzerresrinans (21)
DIHITUNG (22) DITELITI (22) DISETUJUI {22) DITETAPKAN (22)

" Ttd, nama lkp, & tgl

Ttd, nama lkp, & tgl

Ttd, nama lkp, & tgl

Ttd, nama lkp, & tgl

Business NWews
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Nomor 1

Nomor 2
Nomor 3
Nomor 4
Nomor 5
Nomor 6
Nomor 7
Nomor 8

Nomor 9 :
Nomor 10 :
Nomor 11 ;
Nomor 12 :

Nomor 13 :

Nomor 14 :
Nomaor 156 :
Nomor 16 :

Nomor 17 :

Nomor 18 :
Nomor 19 :
Nomor 20 :
Nomor 21 :
Nomor 22 :

*):

Keterangan :

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN SKPIB

Diisi dengan nama kanwil atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Im-

-balan Bunga.

Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan Master File.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Master File.

Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).

Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan b'unga PBB).

Diisi dengan alasan yang mendasari pemberian imbalan bunga sesuai dengan Undang-Undang
KUP, contoh "Keterlambatan penerbitan SKPLB".

Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.

Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang diberikan imbalan bunga.

Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa yang bersangkutan diterima di KPP.’
Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dan diisi jumlah rupiah sesuai yang di-
nyatakan dalam SPT.

Kolem *) diisi dengan tanda silang (X} pada SK/Surat yang terkait dengan penerbitan imbalan bunga.
Kolom "Nomor Ketetapan" diisi dengan Nomor SK/Surat yang bersangkutan.

Kolom "Penerbitan SK/Surat" diisi dengan tanggal penerbitan SK/Surat yang bersangkutan.
Kolom "Tanggal Batas Akhir Penerbitan SK/Surat” diisi dengan tanggal batas akhir penerbitan SK/
Surat yang bersangkutan.

Kolem "Jumlah” diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam SK/Surat.
Kolom "Pembayaran” diisi dengan tanggal dan jumlah pembayaran utang pajak yang telah dilak-
sanakan oleh Waijib Pajak.

Diisi dengan tanggal mulai diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Diisi dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampal dengan tanggal akhir diperhitung-
kannya imbalan bunga, 1

Diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (khusus
pemberian imbalan bunga sehubungan dengan Pasal 17B ayat {4), Pasal 27 ayat (1), ayat {1a)
atau ayat (2) Undang-Undang KUP, maksimum 24 bulan).

Diisi dengan jumlah rupiah yang menjadi dasar penghitungan imbalan bunga.

Diisi sama dengan Nomor 17.

Diisi sama dengan Nomor 18.

Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang dapat diberikan.

Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga.

Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga.
Kelom "DI SETUJUI" dan "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

Diisi dengan yang sesuai.

SK Pembetulan termasuk SK Pembetutan PBB.

SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi termasuk SK Pe-
ngurangan Sanksi Administrasi PBB atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi PBB.

Beri tanda X pada [ | yang sesuai.

o
[

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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PENGUMUMANJ' PERATURAN PEMERINTAH

LAMPIRAN Il

CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN
IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ....ooviviiiiiniiininnee (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2)
L NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
D Pasal 11 ayat (3) D Pasal 17B ayat (3) D Pasa! 17B ayat {4) DPasaI 27A ayat (1)
[ ] Pasal 27A ayat tia)_| Pasal 27A ayat (2)
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
g e PP R R e T e L R S (3)
A P TN e, AR S E e E R S i RO C T R T S 4) .
N B 1 IS S Sy AT T L, o R S AR e R (5)
B s s B Ly e SOl ST e e Rt e B L e e ST e R (6)
iR OB ekiPaiak s Ak 0 b ol e R R s e e e e S R {7)
Rekening O = T o) O PP P PP T PP LA EELEECL LR L b b (8)
NBIMIA FEKEMING: ©oevvterireererieeeeesesersbs e et rr st s s s sttt (9)
NOMOT FEKEMINGT +vvusereenseeriensarraussserrnss st sasr s r s s s st e e (10}
B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK
NOMOMTANGGAl T 4eeerereivmriunemmeesseenr s s sbms i s s s oat i r e E e n s sd s E eI L s L E s e {11)
C. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPIB)
Nomor R Y {12) tanggal ......ccoceens (13)
Nillefl Bt an 0 W S E R 36 afiodoan (14} kurs: .....ccovennnn (15) jumlah @ .....ooeeeenien {16}
D. KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK
B g NPWP/ i i i Utang Pajak | Kompensasi |
No. Surat NOP Tahun Akun Jenis (Rp) (Rp) |
Ketetapan Pajak Pajak Setoran - 1
(17 (18) {19) (20) (21) (22 (23) (24) '
S | D)
-_2'_ - = T il i eTily =
dst | | eI D S e _|
Total Utang Pajak (25) =T ) (25 e |
Total Kompensasi Melalui Potongan an SPMIB {D1)
E. IMBALAN BUNGA YANG DIBAYARKAN (C-D) 1 RP cccovviriimmimnnnnninneesesnseesnees (27}
| DIHITUNG (28) DITELITI (28} DISETUJUI (28) DITETAPKAN (28) |

Ttd, nama lkp, & tgl

Ttd, nama lkp, & tg!

Ttd, nama lkp, & tg!

Ttd, nama lkp, & tgl |

Ausiness News 8779/718-11-2015
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PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

Nomor 1

Nomor 2
Nomor 3
Nomar 4
Nomor 5
Nomor 8
Nomor 7
Nomor 8
Nomor 9

Nomor 15 :
Nomor 16 ;

Nomor 17 ;
Nomor 18 :
Nomor 19 :

Nomor 20 :
Nomor 21 :
Nomor 22 :
Nomor 23 :
Nomor 24 ;

Nomor 25 :
Nomor 26 :
Nomor 27 :
Nomor 28 :

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGH ITUNGAN PERHITUNGAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

: Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pem-

berian Imbaian Bunga.

. Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
: Diisi dengan nama Waijib Pajak sesuai dengan Master File.

¢ Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Master File.

: Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File. .

: Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).

: Diisi dengan atamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).

: Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank.

- Diisi dengan nama pemilik rekening Wajib Pajak yang bersangkutan.

Nomor 10 :
Nomor 11 :
Nomor 12 :
Nomor 13 :
Nomor 14 :

Diisi dengan nomor rekening Bank Waijib Pajak.

Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor SKPIB.

Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB .

Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan sesuai SKPIB, hanya diisi dalam hal terdapat
pemberian imbalan bunga dalam nilai mata uang selain Rupiah.

Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Diisi dengan jumlah imbalan bunga dalam Rupiah atau jumiah Nomor 14 dikalikan dengan jumlah
Nomor 15.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/NPWP Wajib Pajak lain. NPWP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat
permintaan dari Waijib Pajak.

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.

Diisi dengan Kode Akun Pajak.

Diisi dengan Kode Jenis Setoran.

Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
Diisi dengan jumilah kompensasi imbalan bunga untuk prembayaran utang pajak dari masing-masing
surat ketetapan. ;

Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.

Diisi dengan jumlah total kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB.,

Diisi dengan jumlah Nomor 16 dikurangi jumlah Nomor 26.

Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga.

Kalom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan
bunga. ‘

Kolom "DISETUJUI" dan "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO




— PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

LAMPIRAN IV

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN
PEMBERIAN IMBALANBUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDCNESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NEOIVIORY Satadepnoona Az Gab o (1}
TENTANG
PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEPADA .........ccoviivenns {2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan surat permohann .................. {3) tanggal ,......... {4) nOMOr....c.oceeivnvennnn. {5) me-
ngenai pemberian imbalan bunga atas SKPIB .............. {6) nomaor............ (7) tanggal ...c.coneennen, (8) Masa
Pajak/Tahun Pajak *) .............. (9) sebesar Rp .....ooovvviiiiiiiiiiniinnns (10);

b. bahwa imbalan bunga yang akan diberikan telah ditatausahakan melalui SKPIB ............ (11) nomeor ..........
(12) tanggal ............ {13);

¢c. bahwa atas pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp ............
fi }{14) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan
Bunga sehingga sisa imbalan bunga yang diberikan kepada Waijib Pajak sebesar Rp ........... (v, gemy, )
(15);

d. bahwa berdasarkan pertimb angan dalam huruf a dan huruf b, perlu Direktur Jenderal Pajak tentang Imba-

!
lan Bunga sebagaimana dimaksud menetapkan Keputusan Perhitungan Pemberian

Mengingat:

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewa-
jiban Perpajakan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PM K.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian imbalan Bunga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: ‘ ' :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEPADA ............ {16)

Business News 8779/18-11-2015 5




— PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH (=]

PERTAMA : Kepada:
Nama BT o e e e T i L O e o s i e e - S e [ |7
Alamat P RS L TSN o el P R e L e b o ne et d e L A Y (18)
NPWP Tt g ANy e B N et R B e R M e (19)
NOP D A e e e B e e B AT e 1 (20)
Alamat Objek Pajake:s . cnn i mosntn iyt il U et Sl (21)
. diberikan imbalan bunga ......................... (22) untuk Masa Pajak/Tahun Pajak *) .....................
(23) sebesar Rp «.cooevivivieiiieiiins (10 o g, mtes Sy (el W ) (24).

KEDUA Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalarn Diktum PERTAMA dikompensasikan
sebesar Rp ..oovviiviiinieiennnns [ AT il [ 0 0, O . T4 ) (25) untuk dibayarkan ke
sejumlah utang pajak.

KETIGA Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui
Potongan SPMIB sejumlah Rp ......... | T . T (N 0 A S . Pl S-S S} ) (26) de-
ngan rincian sebagai berikut:

Nomor Masa Kode Kode Utang
No. Surat RRMRy Tahun Akun Jenis Pajak Kompensdsi
Ketetapan NOP Pajak Pajak Setoran (Rp) (Rp)

27) 28) | (29 (30) (31) @2 | (33) (34)

1.
== 2' —

dst.

Jumlah . 3 iy

KEEMPAT : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalarn Diktum PERTAMA:

‘___| diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
D masih tersisa sebesar Rp .................. (i N e e } {35) untuk dipindahbukukan oleh
Bankss ... gt S (S6Y did sty AN {37) ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening
............................. {38) dan nomor rekening ........................ (39) pada Bank ..................
(40} di' Lo o e {41). '
KELIMA  : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini

KEENAM

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

NSl e DL R LLT S0 -oah Pl B e =l L I {42)

Ditetapkant dil e visersyisss irracth sied deae (44
pada tanggal : .i..ciieiiseeniiiiiaiee.ias (45)

a.n. Direktur Jenderal Pajak:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak




Nomor 1
Nomor 2 dan 3
Naomor 4 dan 5
Nomor 6
Nomor 7
Nomor 8
Nomor 9
Nomor 10
Nomor 11
Nomor 12
Nomor 13
Nomor 14

Nomor 15

Nomor 16 dan 17
Nomor 18

Nomor 19
Nomor 20

Nomar 21

Nomor 22

Nomor 23

Nomor 24

Nomor 25
Nomor 26

Nomor 27
Nomor 28
Nomor 29
Nomor 30
Nomor 31
Nemor 32
Nomeor 33
Nomor 34
Nomor 35
Nomor 36 dan 37
Nomor 38 dan 39

Nomor 40 dan 41

Nomor 42
Nomor 43

_PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

: Diisi dengan nomor Keputusan.

- Diisi dengan nama Waijib Pajak.

. Diisi dengan tanggal dan nomor surat permohonan Wajib Pajak

: Diisi dengan jenis pajak.

: Diisi dengan nomor SKPIB.

: Diisi dengan tanggal SKPIB.

. Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.

. Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB.
. Diisi dengan jenis pajak.

- Diisi dengan nomoar SKPIB.

- Diisi dengan tanggal SKPIB.

. Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada

kompensasi utang pajak, maka diisi “NIHIL".

. Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang tersisa, yaitu sebesar imbalan bunga yang diberi-

kan ke Wajib Pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak {dalam angka dan
huruf). Apabila tidak ada sisa imbalan bunga, maka diisi ‘NIHIL".

. Diisi dengan nama Waijib Pajak.

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
: Diisi dengan NPWP.

- Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Diisi dengan alamat Objek Pajak.
Diisi dengan jenis pajak.

. Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.

Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Waijib Pajak sesuai SKPIB
(dalam angka dan huruf) .
Diisi sesuai dengan Angka 14.

. Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui Potongan SPMIB

{dengan angka dan huruf).

. Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan-nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.

- Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.

Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.

. Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
. Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesual.

Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesual.

- Diisi dengan jumiah kompensasi utang pajak untuk setiap surat ketetapan.
- Diisi sesuai dengan Nomeor 15.

Diisi dengan nama Bank Pembayar dan tempat kedudukannya.

Diisi dengan nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk
Waijib Pajak untuk dicairkan SPMIB, bukan dimiliki ofeh Wajib Pajak Iain, dan nomor reke-
ning Wajib Palak di Bank Penerima.

: Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan transfer/pemindahbukuan yang dimiliki Waijib Pajak

dan tempat kedudukan Bank.
Diisi dengan Nama Wajib Pajak.

- Diisi dengan pihak terkait apabila diperiukan.

Luimien gy Moy B7R01E 170UV E '
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“PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Nomor 44 : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan.
Nomor 45 : -Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomar 46 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
Nomor 47 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.

) : Diisi salah satu yang sesuai.
Keterangan :

. D Beri tanda X pada yang sesuai.

*  Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:
Lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan:
Lembar ke- 2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imhalan bunga;
Lembar ke- 3 untuk KPP/KPP Pratama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN V

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ..., (1)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
Nomor @ ....oovvvennsnns {2) Tanggal : ................ (3)
Berdasarkan SKPPIB Nomor: ...... p T N e (4) i
KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ...........c..cceevvureoeeiinsieessivnsin RN 15
Agar membayar/memindahbukukan Imbalan BURGA oot veeronenihieenne b = {6)
Pada Akun [T T T | | AJZIET L3 B T e {811y &
BA, Eselon, Satker N e e R A B i I e L [ e T et T e A SN (9)
Fungsi, Subfungsi, Program : L1 I il E8]
00.00.00 (10) Kode Kegnatan dan Output : 0000.000. (11)
Kelompok Akun e (12) Jenis Kewenangan : KD (13)
Cara Bayar : (2) Giro Bank (14) Tahun Anggaran : ........oeeeeeeeeeeoneeeeoeninn, {15)
Sebesar IR St e S et S (16}
VRN P B By e e e S T L B R ey 1 (17)
atas nama
Waijiby Pajak 1., =25 Rt te st coth 1o 0l oy il S s (18)
Alamat R e le 3t By Sl o o o e e W S S g S (19)
R Dol LY W—WD—WDHH ST 426}
NOP 1 | [ I il Y o i M T A A T
Kabupaten/Katat|gms s sz o dhames. 2 0. el (ol B oim {22)

dengan memperhitungkan kompensasn utang pajak melalui potongan SPMIB
sejumlah R PR A T e L t Pl [ S o Ao e e B s A & ) (23)

dengan rincian sebagaimana terlamplr, *)
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i e PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH =

sehingga dibayarkan sebesar : Rp .........lccoooviiiiiiiiin it {8 e bt e e B . B A ) (24)
untuk diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp ..................................................................
[§ optinohen d hariotmaaca ot T R I T e o ) (25} melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada:
Bank Cogp bz o MR BLLIA N et ROy ey S LAY 8 R ST | I i s (26)
nama rekening : ........cocovieniennenns. et TR bl S M e AT = T Y m = (27)
EIE [ELIEMIRE] 8 Bibooib aBo0geosaa0haononnns od At aams DaBRIOE b b A B Rt ASAR o o s Lo ol e Sl W1 PN LA (28)
atas beban Rekening Kas Negara A/Bendahara Umum pada Bank Operasional ..............ccovveeeeennneneei. (29)
PN Seeanc o Sdbo oo a8 (30}

...................... {7]] - aemmensancadtos (6] L
(33) a.n Menteri Keuangan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

{32)

NRAEI a7
418 882 687 7-1 (34)
Keterangan:

*) dalam hal utang pajak NIHIL, Lampiran SPMIB (rincian kompensasi utang pajak) tidak dilampirkan dicetak.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK......cooveeeeiiiiineennn, (1)
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
Nomor : ............. ... [2) Tanggal: ................ {3)
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI PDTONGAN SPMIB
Nama Waijib Pajak : ..........o.oiiiis (4)
NPWP e e e (5)
| Nomor : Masa/ | Kode ‘ Kode Kode ‘ i
1 A i |
No Surat NPWP Tahun Akun Jenis Kab./Kota {Rp)
: Ketetapan Pajak Wi | Pajak Setora_r!_ ‘
8161 ] @ L] ETHIT e I o B T an_ | (12) | 03 |
E ST I 2N | | |
2. TR TS I | o S -1 b P W5
| dst. | : A TR |
RSt S oy s I T el L L e I R A9 e aetoc (14}
GUPDS 5 am ) s ml =0 1 Wi e 0 ™ e T o SR TIN poy 2] adiootsBe conc Bt Loodtans {15)

a.n Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

IIIIIIII!IIIHIIHIIIIIII

418 882 687 (18)
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Nomor 1
Nomor 2
Nomor 3
Nomar 4
Nomar 5

Nomor 6

Nomor 7

Nomor 8

Nomor 9

Nomeor 10
Nomor 11
Nomor 12

Nomor 13
Nomor 14
Nomor 15
Nomor 16
Nemor 17
Nomor 18
Nomor 19
Nomar 20
Nomor 21
Nomor 22
Nomor 23

Nomor 24

Nomor 25

Nomor 26

Nomor 27

Nomor 28
Nomor 29

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

. Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB.

. Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.

: Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.

. Diisi dengan nomor SKPPIB yang diterbitkan.’

- Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya:

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta | {018)

. Diisi dengan dasar hukum pemberian imbalan bunga, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat

{3) Pasal 17B ayat.(4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (la}, dan/atau Pasal 27A ayat (2}
Undang-Undang KUP.

. Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang

menyebabkan pemberian imbalan bunga.

. Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang

menyebabkan pemberian imbalan bunga. Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPh
Pasal 21.

- Diisi dengan 2 (dua) digit Kade Bagian Anggaran, 2 {dua) digit Kade Eselon 1 dan & (enam) digit

Kode Satu n Kerja (KPP yang bersangkutan):

Sebagai contoh: KPP Prat ama Jakarta Gambir dengan kode kantor 123456 make kolom yang
bersangkutan akan terisi menjadi: 1504 12345

Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Gambir).

. Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, program sebagai berikut: 00.00.00.
: Diisi dengan kode kegiatan dan output sebagai berikut: 0000.000.
. Diisi dengan 4 {empat) digit kode Kelompok Akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak

Penghasilan.

. Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD

. Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut: (02) Giro Bank,

. Diisi dengan tahun anggaran SPMIB yang diterbitkan.

: Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka) pemberian imbalan bunga sejumlah SKI”IB.
: Diisi dengan jumlah rupiah (dengan huruf) pemberian imbalan bunga sejumlah SKFIB.
: Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.

. Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

- Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB.

. Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pemberian imbalan bunga PBB.

. Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat objek PBB berada.

: Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) utang pajak yang dikompenszsikan melalui

melalui potongan SPMIB.
Dalam hal utang pajak NIHIL, lampiran rincian kompensasi utang pajak- melalui potongan SPMIB
tidak perlu dicetak.

: Diisi dengan hasil dari: jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada

nomor 24 (dengan angka dan huruf}.

- Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) imbalan bunga yang diberikan/dibayarkan

kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah
rupiah pada nomor 24 dan jumlah rupiah pada nomor, 26.

: Diisi dengan Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SFMIB.
. Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB sesuai

dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di Bank Penerima tempat dicairkan-
nya SPMIB.

+ Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB.
. Diisi dengan Bank Operasional “I” jika imbalan bunga dalam SKPPIB adalah PPh/PPN/PPnBM

atau Bank Operasional “IIl” jika imbalan bunga dalam SKPPIB adalah PBB.
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Nomor 30 : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana.

Nomor 31 . Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.

Nomor 32 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
Nomor 33 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.

Nomor 34 : Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMIB

Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB.

Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.

Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.

Nomor 4 : Diisi dengan nama Waijib Pajak penerima SPMIB.

Nomor 5 : Diisi dengan NPWP Waijib Pajak penerima SPMIB.

Nomor 6 : Diisi dengan nomor urut.

Nomor 7 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan. _
Nomor 8 : Diisi dengan NPWP dari utang paj ak yang dikompensasikan.

Nomor & : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak yang dikompensasikan.
Nomor 10 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.

Nomor 11 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.

Nomor 12 : Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMIB.
Nomor 13 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB.

Nomor 14 : Diisi dengn total kumulatif dari jumlah nomor 14 (dengan angka dan huruf).
Nomor 15 : Diisi dengan tempat dari tanggal SPMIB diterbitkan.

Nomor 16 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.

Nomor 17 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.

Nomor 18 : Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

{ BN )

LAYANAN UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE
(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 144 Tahun 2015,
tanggal 25 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Perhubungan tentang Layanan Uji
Menimbang : Tipe Kendaraan Bermotar secara Online;
a. bahwa untuk meningkatkan permintaan layan-
an uji tipe kendaraan bermotor secara cepat, Mengingat :
efisien, terintegrasi dan transparan, perlu dise- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten-
lenggarakan Uji Tipe Kendaraan Bermaotor Se- tang Infarmasi dan Transaksi Elektronik (Lem-

cara Online; baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008




